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ABSTRACT 

 

 

 Authentication System in Indonesian Criminal Justice is adopting Negative evidence system. 

This evidence system is a combination of the two extremely conflicting system , they are 

combination between evidence system according to The Law and evidence system by the Judge’s 

Conviction merely. Judge’s Conviction are subjective, that every Judge who prosecuted a case 

verdict can be different or same as another judge's verdict ruling in the case of the same criteria 

despite having to refer to at least two items of evidence legally and convincingly proven the 

existence of unlawful conduct. Meanwhile, a judge in the duties and authorities adjudicate, he 

shall be required to seriously base the decision on the principle of free from external influences, 

honest and impartial. In cases criminal offense of the domestic violence are often faced with the 

limitations of the legal evidence and the the power of proof is very feeble, such as 1) emotional 

violence: does a person must depressed while testifying, and 2) physical violence: the visum is 

attested in violence last performed, while the previously violence difficult to proof. The 

weakness evidence could lead a judge to be not sure of the charges made, that can cause the 

defendant free from all charges according to the principle of no punishment without fault. 

 To be achieved of this legal writing is to know how the judge obtain conviction and to know 

the barrier that he faced in gaining the conviction especially when faced with the sufficient 

evidence in a criminal offense of the domestic violence. 

In this legal writing using empirical research methods, namely the method of direct 

interview to the informant with the purpose to solve the problems described above. 

In addressing the limitations of particular evidence in criminal offence of the domestic 

violence, a judge can confidently establish whether or not the defendant with respect to the other 

supporting factors for judge's considerations, that are legally ideological, that can only approach 

in the judicial practice but still refers to the evidence provisions in the KUHAP. The barriers 

from gaining the conviction still often faced by the judge, especially coming from the victim 

witness. 

 

Keywords : Judge's conviction based on sufficient evidence, criminal offense of the domestic 

violence 

 

 



PENDAHULUAN 

 

A. Pendahuluan 

1. Latar Belakang Masalah 

UU No. 23 Tahun 2004, merupakan reaksi dari gejala sosial yang tidak wajar dan terus 

menerus berulang. Undang – undang ini diharapkan akan mampu menimbulkan pencegahan dan 

penindakan kepada mereka yang selalu melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga itu 

sendiri atau dengan kata lain bahwa undang-undang ini diharapkan dapat menjadi perlindungan 

serta payung hukum bagi seluruh anggota dalam rumah tangga itu sendiri. 

Menurut Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004 Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap 

perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau 

penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk 

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan 

hukum dalam lingkup rumah tangga. 

Kekerasan dalam rumah tangga memiliki keunikan dan kekhasan karena kejahatan ini 

terjadi dalam lingkup rumah tangga dan berlangsung dalam hubungan personal yang intim, yaitu 

antara suami dan isteri, orang tua dan anak atau antara anak dengan anak atau dengan orang yang 

bekerja di lingkup rumah tangga yang tinggal menetap. 

Hubungan kedudukan pelaku dan korban yang sedemikian ini menyebabkan kekerasan 

dalam rumah tangga masih dipandang sebagai bagian dari hukum privat sehingga penyelesaian 

kasus ini lebih sering diarahkan untuk diselesaikan dengan jalan damai atau diselesaikan secara 

internal keluarga. Bahkan ironisnya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi selama ini 

sering ditutup-tutupi oleh si korban sendiri karena berbagai penyebab antara lain karena faktor 
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budaya, agama, pengetahuan dan sistem hukum yang belum maksimal, dan hal inilah yang 

kemudian menimbulkan persoalan dalam penegakkan hukum terhadap kekerasan dalam rumah 

tangga, khususnya pada ketersediaan alat bukti yang cukup dalam pembuktian. 

Pembuktian merupakan suatu ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan 

oleh undang-undang yang digunakan oleh hakim dalam membuktikan kesalahan yang di 

dakwakan dalam persidangan, dan tidak dibenarkan membuktikan kesalahan terdakwa dengan 

tanpa alasan yuridis dan berdasar keadilan
1
. 

Bisa dibayangkan bahwa alat bukti yang digunakan oleh hakim untuk membuktikan 

sebuah kesalahan dalam persidangan pada perkara kekerasan dalam rumah tangga kenyataannya 

sangat terbatas. Menurut Yohana
2
, hukum acara mengenai alat bukti yang diatur dalam UU No. 23 

Tahun 2004 bahwa satu saksi dengan disertai satu alat bukti lainnya sudah cukup, namun, 

seringkali aparat penegak hukum berpendapat bahwa satu saksi dan satu alat bukti lainnya masih 

kurang. Selain itu, korban juga selalu kesulitan ketika diminta membuktikan adanya kekerasan 

psikis, pada hal definisi dari kekerasan psikis itu sendiri masih rancu, misalnya apakah seseorang 

itu harus depresi ataukah cukup ketika mulai gelisah dan hal tersebut hanya dapat di analisis oleh 

psikolog yang saat ini analisis psikolog tersebut belum menjadi alat bukti hukum yang sah. 

Lebih lanjut disampaikan oleh Silvia Desti
3
, jaksa fungsional pada Kejaksaan Negeri 

Jakarta Pusat yang mengakui bahwa masalah alat bukti memang menjadi kendala dalam 

penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dia mencontohkan, untuk membuktikan 

kekerasan fisik harus ada visum. Padahal, seringkali terjadi hasil visum hanya menunjukkan 

                                                 
1
 Syaiful Bakhri, 2009, Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana, Cetakan I, P3IH & Fakultas Hukum 

UMJ, Jakarta, hlm. 27. 

2
 Koordinator Perubahan Hukum LBH APIK   (http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b459ec464a39/kdrt) 

3
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kekerasan yang terakhir dilakukan, dimana yang kelihatan hanyalah lecet, padahal kenyataannya 

korban telah dipukuli tiga bulan berturut-turut. Menurut Silvia bahwa sebagian besar kekerasan 

yang terjadi pada korban kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan psikis. Persoalannya 

adalah pembuktian kekerasan psikis itu tidak mudah, satu-satunya cara untuk membuktikannya 

adalah dengan surat keterangan dari psikolog. Harkristuti
4
 menilai terdapat sejumlah kendala 

dalam proses peradilan pidana atas tindakan kekerasan dalam rumah tangga antara lain karena 

dalam proses peradilan pidana terdapat sejumlah masalah seperti:  

a. Kesulitan untuk mendapat keterangan saksi, karena keengganannya untuk terlibat 

dalam proses peradilan; 

b. Terbatasnya pemahaman dan keahlian penegak hukum dalam menangani kasus tindak 

kekerasan pada perempuan; 

c. Paradigma pembuktian yang mendasarkan pada asas unus testis nullus testis (satu 

saksi bukan saksi) kecuali dalam kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga 

dibenarkan 1 saksi namun harus dilengkapi dengan pengakuan si pelaku 

d. Kurang dilibatkannya para pekerja sosial secara intensif dalam penanganan kasus 

tindak kekerasan terhadap perempuan. 

Kondisi inilah yang kemudian menjadi persoalan bagi hakim bahwa jika demikian maka 

bagaimana hakim memperoleh keyakinan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku kekerasan 

dalam rumah tangga berdasarkan pada alat bukti yang cukup? Berdasarkan uraian tersebut maka 

penulis tertarik untuk mendeskripsikan sebuah penulisan hukum untuk menguraikan secara 

                                                 
4
 Harkristuti Harkrisnowo, “Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosio - Yuridis”, Jurnal 

Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 14 Vol. 7 – 2000, hlm. 165-166. 

 

 



komprehensif terkait persoalan hukum yang disampaikan melalui sebuah penulisan hukum yang 

berjudul “Keyakinan Hakim Berdasarkan Alat Bukti Yang Cukup Untuk Menjatuhkan 

Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. 

 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang sudah saya jabarkan diatas, maka 

permasalahan dalam penulisan hukum ini, adalah :  

1. Bagaimana Hakim memperoleh keyakinan dalam menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan 

alat bukti yang cukup dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga? 

2. Apa saja yang menjadi hambatan bagi Hakim dalam memperoleh keyakinan dalam 

menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan alat bukti yang cukup dalam tindak pidana 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga? 

B. Metode Penelitian 

Penelitian hukum ini termasuk kedalam kategori penelitian hukum empiris karena 

penelitian hukum ini bermaksud untuk memperoleh dan menganalisis data tentang 

keyakinan hakim yang berdasarkan alat bukti yang cukup untuk menjatuhkan sanksi pidana 

dalam tindak pidana KDRT dan apa saja yang menjadi hambatan bagi hakim dalam 

memperoleh keyakinan dalam menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan alat bukti yang 

cukup dalam tindak pidana KDRT artinya penelitian ini mencakup penelitian terhadap 

identifikasi hukum (tidak tertulis) dan efektifitas hukum yang berkaitan dengan keyakinan 

hakim yang berdasarkan alat bukti yang cukup untuk menjatuhkan sanksi pidana dalam 

tindak pidana KDRT itu sendiri, serta penelitian ini memerlukan data primer sebagai data 

 

 



utama disamping data sekunder (bahan hukum) yang dipakai sebagai pendukung. 

C. Hasil Penelitian 

1. Cara Hakim Memperoleh Keyakinan Berdasarkan Alat Bukti Yang Cukup Dalam 

Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana KDRT 

Bambang Waluyo mengemukakan beberapa point tentang hal-hal atau faktor-faktor 

yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh hakim dalam penjatuhan pidana adalah 

sebagai berikut:
5
 Kesalahan pembuat tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak 

pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat tindak pidana, riwayat hidup dan 

keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana, sikap dan tindakan pembuat sesudah 

melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana, 

pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan pengaruh tindak pidana 

terhadap korban atau keluarga korban. 

Menurut Iwan Anggoro W., ada beberapa hal yang wajib dipertimbangkan oleh 

hakim  dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada si pelaku berdasarkan alat bukti yang 

cukup, yaitu: 

a.) Kesalahan Pelaku/Terdakwa. 

Mengenai kesalahan terdakwa, hakim harus benar-benar mencari tahu 

apakah apa penderitaan korban itu sebenarnya merupakan akibat 

tindakan/kesalahan dari terdakwa ataukah  kesalahan dari korban sendiri 

atau adanya tindakan dari pidak lain. 

b.) Motif 

                                                 
5
 Bambang Waluyo, 2000, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 90. 

 

 



Motif sendiri merupakan alasan perbuatan atau tindakan kekerasan itu 

sendiri dari si terdakwa terhadap si korban sehingga mengakibatkan 

korban menderita baik secara psikis maupun secara fisik. Sehingga dalam 

hal ini seorang hakim harus benar – benar tahu apa alasan dari perbuatan 

atau tindakan kekerasan dari si terdakwa terhadap si korban. 

c.) Cara  

Cara, dalam hal tindak pidana KDRT merupakan “bagaimana” tindak 

kekerasan itu dilakukan oleh si terdakwa kepada si korban. Kata 

“bagaimana” dalam hal ini merupakan apakah si terdakwa melakukan 

tindak kekerasan itu dengan menggunakan suatu media alat ataukah tidak 

menggunakan media alat, dan kalaupun tidak menggunakan media alat 

bagaimanakah tindak kekerasan itu dilakukan yang mengakibatkan 

penderitaan terhadap si korban. 

d.) Sikap batin saat/sebelum tindakan kekerasan 

Sikap batin yang dimaksud adalah bagaimanakah suasana hati yang 

kelihatan dari wajah maupun perilaku si terdakwa sebelum tindakan 

kekerasan itu dilakukan maupun pada saat tindakan kekerasan itu sedang 

berlangsung. 

e.) Riwayat sosial/ekonomi 

Dalam mencari tahu riwayat sosial/ekonomi si terdakwa dan si korban 

hakim sebelumnya harus mencari tahu infonya dari orang-orang terdekat 

 

 



seperti kerabat yang menetap seatap bersama si terdakwa dan korban 

maupun yang tinggalnya di tempat lain, dan tetangga tentang tanggapan 

masyarakat sekitar terhadap mereka baik mengenai strata keluarga mereka 

seperti strata atas dan strata bawah, mengenai pergaulan maupun 

mengenai ekonomi keluarga mereka yang kelihatan. 

f.)  Sikap batin setelah tindakan kekerasan 

Sikap batin yang dimaksud adalah bagaimanakah suasana hati yang 

kelihatan dari wajah maupun perilaku si terdakwa setelah melakukan 

tindakan kekerasan itu, mengenai apakah si terdakwa setelah melakukan 

tindakan kekerasan itu kemudian menyesali perbuatannya ataukah tidak. 

Terkait dengan kesengajaan atau kealpaan si terdakwa.  

Kesengajaan adalah kesediaan yang disadari untuk memperkosa suatu 

objek yang dilindungi oleh hukum. Dan kealpaan adalah kekurangan 

perhatian terhadap objek tersebut dengan tidak disadari. Dalam 

kesengajaan sikap batin orang menentang larangan, dan dalam kealpaan 

kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati – hati dalam 

melakukan suatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan 

yang dilarang.
6
  

Dari keenam hal yang dijabarkan diatas dapat menjadi faktor-faktor yang 

memberatkan dan/atau meringankan beban pidana si terdakwa, oleh karena itu  hal-hal 

diatas menjadi hal-hal yang wajib diperhatian oleh hakim dalam memperoleh keyakinan 

berdasarkan alat bukti yang cukup untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak 

                                                 
6
 Moeljatno, 2008, Asas –Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 215-216. 

 

 



pidana KDRT.  

2.  Hambatan Bagi Hakim Dalam Memperoleh Keyakinan Berdasarkan Alat Bukti  Yang 

 Cukup Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Bagi Tindak Pidana KDRT 

Asal dan bentuk hambatan – hambatan tersebut adalah: 

a. Saksi  

Hambatan yang diperoleh hakim karena keterangan dari saksi yang tidak tuntas dengan 

berbagai alasan seperti alasan karena norma. Misalkan kekerasan yang dilakukan oleh 

seorang suami terhadap seorang istri, saksi yang melihat secara langsung tindak KDRT 

tersebut hanya melihat kejadian awalnya saja dan pergi sehingga tidak memperhatikan 

kejadian selanjutnya dikarenakan alasan “tidak mau mencampuri urusan keluarga orang 

lain”. Sehingga dalam keterangannya tidak menuntaskan apa yang lagi digali oleh hakim. 

b. Hambatan dari Saksi Korban  

Hambatan dari saksi korban sendiri merupakan hambatan yang terbesar bagi hakim 

dalam memperoleh keyakinan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana 

KDRT. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam ilustrasi contoh kasus tindak kekerasan yang 

dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya yang mengakibatkan suami tersebut 

ditahan oleh kepolisian dalam beberapa minggu sebelum dilakukannya persidangan dan 

dalam jangka waktu tersebut segala sesuatu dapat terjadi, berikut beberapa hambatan dari 

saksi korban terhadap hakim dalam memperoleh keyakinan: 

a.) Istrinya berdasarkan inisiatifnya sendiri mengaku menyesal telah melaporkan 

suaminya. 

 

 



b.) Karena suaminya ditahan di Polisi selama beberapa minggu, mengakibatkan 

kehidupan ekonomi rumah tangganya menjadi berantakan. 

c.) Karena faktor dari keluarga besar 

 Si korban dipersalahkan oleh keluarga besarnya karena telah melaporkan 

suaminya sendiri sehingga mengakibatkan rumah tangganya tidak terurus. 

 Ketiga faktor yang dialami oleh saksi korban diatas, menjadikan saksi korban yang 

sebenarnya merupakan saksi a charge atau saksi yang memberatkan terdakwa kemudian 

berubah kedudukannya menjadi saksi a de charge atau saksi yang meringankan terdakwa. 

 Hal tersebutlah yang merupakan hambatan terbesar bagi hakim dalam memperoleh 

keyakinan berdasarkan alat bukti yang cukup untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap 

tindak pidana KDRT yaitu mengakibatkan hakim yang sebelumnya telah memperoleh 

keyakinan berdasarkan pembuktian yang kemudian menjadi tidak yakin dengan apa yang 

dibuktikan. 

 Hambatan lain yang timbul adalah Pasal 55 UU KDRT (mengatur tentang pembuktian 

atas tindak pidana KDRT) memberikan pengecualian dalam pembuktian tindak pidana yaitu 

keterangan seorang saksi korban saja cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah apabila 

disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Pasal ini pada dasarnya juga menganut asas 

satu saksi bukanlah saksi (unus testis nullus testis) dan sejalan dengan ketentuan Pasal 185 ayat 

(2) KUHAP. 

 

 

 



 

D. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan sebelumnya maka penulis 

menyimpulkan bahwa : 

1. Dalam memperoleh suatu keyakinan oleh hakim, ia harus mendasarkan 

keyakinannya pada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan 

keterangan terdakwa yang merupakan alat bukti yang sah menurut KUHAP. 

Selain alat bukti hakim juga harus tetap memperhatikan barang bukti yang juga 

diajukan didepan persidangan. Apabila alat-alat bukti yang diajukan di depan 

persidangan sifatnya sangat terbatas dan itu sering terjadi dalam penyelesaian 

perkara tindak pidana KDRT, agar yakin dengan apa yang akan diputuskan hakim 

harus memperhatikan faktor-faktor pendukung pertimbangan hakim seperti motif 

dan tujuan tindak pidana KDRT itu sendiri, cara melakukannya, sikap batin 

pelaku baik sebelum maupun setelah tindak pidana itu terjadi, riwayat hidup dan 

keadaan sosial ekonomi rumah tangga mereka, pengaruh pidana terhadap pelaku 

tindak pidana KDRT itu sendiri dan pengaruhnya terhadap rumah tangga dan 

keluarganya serta masyarakat. Akan tetapi, dalam menyimpulkan semua 

faktor-faktor pendorong pertimbangan dalam perolehan keyakinan hakim diatas , 

hakim harus tetap mengacu pada teori normatif berlaku. 

2. Hambatan bagi Hakim dalam perolehan keyakinan berdasarkan alat bukti yang 

cukup dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana KDRT berasal 

dari keterangan saksi yang sering tidak tuntas didepan persidangan karena 

berbagai alasan seperti alasan norma, selain itu hambatan terbesar berasal dari 

 

 



saksi korban itu sendiri dalam hal ini seorang istri, karena berbagai faktor seperti 

menyesali tindakannya yang telah melaporkan perbuatan suaminya sehingga 

mengakibatkan rumah tangganya tidak terurus,dll. Hambatan lain yang timbul 

adalah Pasal 5 UU KDRT memberikan pengecualian dalam pembuktian tindak 

pidana yaitu keterangan seorang saksi korban saja cukup untuk membuktikan 

terdakwa bersalah apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. 
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